Komisi Pemberantasan Korupsi

2024

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA . BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama © RIFKI ANATA MUSTAQIM
2. Jabatan . KEPALA BADAN
3. NHK . 697064
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 768 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 592 m2/294 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
3. Tanah Seluas 965 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. Tanah Seluas 1956 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000
6. Tanah Seluas 1904 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp.
82.000.000
7.  Tanah Seluas 3200 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOTOR, SCOOPY SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
2.  MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5 E AT (CKD) Tahun 2012, HASIL

Status Verifikasi Administratif Lengkap

SENDIRI Rp. 75.000.000

1.752.000.000

107.500.000
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3. MOTOR, SCOOPY SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

17.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. =
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.450.000
F. HARTA LAINNYA Rp. oo
Sub Total Rp. 1.997.950.000
. HUTANG Rp. s-=-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.997.950.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUH NUR
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK . 746411
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 287.800.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO 28 D (MIO/AL1155)A/T Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 5.400.000
2. LAINNYA, SEPEDA TRHIIL SEPEDA Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 1.400.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 280.000.000

4. LAINNYA, SEPEDA XXX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

1.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 53.855.499
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 891.655.499
. HUTANG Rp. 282.101.383
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 609.554.116
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUSTAQIM KARIM
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 487974
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 680.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 525 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , WARISAN Rp. 680.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 319.500.000
1. MOTOR, YAMAHA 1KP A/T / SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 4.500.000

2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V / MINIBUS Tahun 2012,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 165.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.267.381

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.008.267.381

lll. HUTANG Rp. o

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.008.267.381
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ZAITUN NK ZAENONG
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 720113
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 494.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 411 m2/238 m2 di KAB / KOTA TOJO
UNA-UNA, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 139.500.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 340.000.000
1. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT CKD Tahun 2021,
HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 125.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 370.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 1.329.500.000

. HUTANG Rp. 48.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.281.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ABDUL RAHMAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 748073
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, YAMAHA YUPITER Z/SOLO Tahun 2003, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

2. MOBIL, TOYOTA AVANZA / MINIBUS Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 78.000.000

3. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 18.000.000

mm o 0

Sub Total Rp.
lll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-11T) Rp.

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp.

HARTA LAINNYA Rp.

400.000.000

100.000.000

113.934.150

161.832.642

775.766.792

775.766.792

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama © WAHDAYANI
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN

PENDAPATAN DAERAH

3. NHK 1 228227
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI

Rp. 6.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 76.450.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ===
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 432.450.000
lil. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 432.450.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama © RINA SETIAWATI
2. Jabatan . PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
3. NHK . 810277
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. L3
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 191.250.000

1. MOTOR, YAMAHA SOUL GT MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 6.250.000

2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

185.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ——-
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 91.737.401
F. HARTA LAINNYA Rp. ——-
Sub Total Rp. 282.987.401
. HUTANG Rp. ——-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 282.987.401
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RIAN DHARMAWAN
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PAJAK DAERAH
3. NHK . 486768
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah Seluas 1138 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 393.000.000
1. MOBIL, INNOVA MINIBUS Tahun 2006, WARISAN Rp. 90.000.000
2.  LAINNYA, SEPEDA LIPAT AVAND CHESTER X SEPEDA LIPAT
Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

3.  MOBIL, HONDA MINIBUS/WRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

300.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.100.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.372.000
F. HARTA LAINNYA Rp. --=
Sub Total Rp. 673.472.000
. HUTANG Rp. 717.151.721
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -43.679.721
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
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pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA . BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUPARDIN KAHAR
2. Jabatan . KEPALA SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
3. NHK . 488093
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 790.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 407 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 343 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000
3.  Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 8000 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, WARISAN Rp.
30.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 9.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 43.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 842.500.000
. HUTANG Rp. 84.082.050
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 758.417.950
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ISKANDAR
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN, MONITORING DAN EVALUASI

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

3. NHK . 486865
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 720.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 438 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

PALU , WARISAN Rp. 720.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 173.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO NC 110 D Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000

2. MOTOR, YAMAHA BJ 8 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

4. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

5. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5 S AT (CKD) Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.900.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.482.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ==

Sub Total Rp. 927.382.000

lll. HUTANG Rp. 216.682.800



Komisi Pemberantasan Korupsi

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 710.699.200

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama © GINA ANGRIANI YUNUS
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN

PENDAPATAN DAERAH

3. NHK : 897703
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 652.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/140 m2 di KAB / KOTA
DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 652.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 25.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MATIC NMX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

25.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.200.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ===
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.506.189
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 683.706.189
. HUTANG Rp. 272.995.237
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 410.710.952
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NOVA ISMALA DEWI
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN DATA DAN INFORMASI
3. NHK . 487921
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 658 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 288.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
2. MOBIL, AYLA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI

Rp. 8.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. s
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.600.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 490.600.000
. HUTANG Rp. 84.097.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 406.503.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SOFIAN
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR , JARINGAN DAN PENGEMBANGAN

SISTEM INFORMASI

3. NHK : 748015
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 585 m2/71 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , WARISAN Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.500.000
1. MOBIL, SUZUKI DR 412 (4X2) MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 9.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 716.000.000

. HUTANG Rp. 495.329.625

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 220.670.375
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
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Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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